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PENAMBAHAN 1/3 HUKUMAN MENURUT HUKUM POSITIF
Sistem Hukuman dalam Hukum Positif

Pengertian Hukuman

Dalam bahasa Belanda, hukuman dan pidana dikenal dengan istilah
straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik
perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan
sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.' Hukum pidana adalah
peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang
“dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada
seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang
tidak sehari-hari dilimpahkan. Terdapat alasan untuk melimpahkan pidana
yang berkaitan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang
bersangkutan bertindak kurang baik. Sehingga unsur “hukuman” sebagai
suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. 2

Hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana
materiil dan hukum pidana formil. Menurut Mr. J. M. van Bemmelen, hukum
pidana materiil terdiri dari tindak pidana yang disebut berturut-turut,
peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan dan pidana yang

diancamkan terhadap perbuatan tersebut. Sedangkan hukum pidana formil

' Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 27.
2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1989), 1.
42
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adalah mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan
menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada persidangan.®

Terdapat juga pembagian hukum pidana atas hukum pidana umum
dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dibuat dan berlaku untuk
semua orang, sedangkan hukum pidana khusus dibuat untuk hal atau orang
tertentu. Tindak pidana di Indonesia yang termasuk dalam hukum pidana
khusus cukup banyak diantaranya adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Hukum pidana khusus tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), tetapi diatur tersendiri dalam Undang-Undang yang
berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Tujuan Hukuman

Dalam literatur berbahasa Inggris, tujuan hukuman dapat disingkat
dengan sistem tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah Reformation, Restraint dan
Restribution. Sedangkan satu D ialah Deterrence yang terdiri atas individual
deterrence dan general deterrence (pencegahan khusus dan pencegahan
umum).*

Tujuan hukuman vyang pertama, sistem reformation yaitu
memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi
masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tidak ada orang
yang merasakan Kkerugian jika penjahat menjadi baik. Reformation

memerlukan penggabungan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan,

* Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.
* Andi hamzah, Asas-Asas Hukum..., 28.
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walaupun seringkali mengalami kegagalan. Kenyataannya, banyak
pengulangan kejahatan setelah menjalani pidana penjara.

Tujuan hukuman yang kedua, sistem restraint yaitu mengasingkan
pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari
masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Sehingga ada
hubungannya dengan sistem reformation, jika dipertanyakan berapa lama
terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia
tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan
perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang
yang melakukan penggelapan.

Tujuan hukuman yang ketiga, sistem retribution yaitu pembalasan
terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Tujuan sistem ini
untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak
yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

Tujuan hukuman yang keempat, sistem deterrence yaitu menjera
atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain
yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan
kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Tujuan hukuman yang berlaku sekarang ialah bermacam-macam dari
bentuk deterrent (penjeraan) baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri
maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat,
perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat dan reformation (perbaikan)

kepada penjahat. Berkaitan dengan tujuan hukuman, terdapat beberapa teori-
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teori mengenai hal tersebut. Ada tiga golongan utama teori untuk
membenarkan penjatuhan pidana:®
a. Teori absolut teori pembalasan (vergeldings theorien)

Teori pembalasan menyatakan bahwa hukuman tidak bertujuan
untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri
yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya hukuman. Hukuman
secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan. Oleh karena itu
teori ini disebut teori absolut. Hukuman merupakan tuntutan mutlak,
bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.
Hakikat suatu hukuman ialah pembalasan.

b. Teori relatif atau tujuan (doeltheorien)

Teori tentang tujuan hukuman yang kedua yaitu teori relatif. Teori
ini mencari dasar hukum pidanan dalam menyelenggarakan peraturan
masyarakat. Bentuk hukuman ini yaitu menjerakan memperbaiki pribadi
terpidana dan membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

c. Teori gabungan (verenigingstheorien)

Teori gabungan memandang sama antara pembalasan dan

pertahanan tata tertib masyarakat.
Macam-Macam Hukuman
Hukuman yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP dapat dibagi

menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

> Ibid., 31.
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a. Pidana Pokok
Di dalam pidana pokok, terdapat beberapa macam pidana yaitu
pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana
tutupan.
1) Pidana mati (death penalty)

Pidana mati ialah pidana yang terberat dari semua pidana
yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat,
misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian
dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4) dan pemberontakan yang diatur
dalam Pasal 124 KUHP.°

Ada perbedaan pendapat tentang hukuman mati. Seperti
sebagian negara seperti Brasil tahun 1979. Di Indonesia, ada juga
yang berpendapat mengenai penghapusan hukuman mati. Namun
sebagian juga berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu, hukuman
mati dapat dibenarkan. Apabila si pelaku telah memperlihatkan dari
perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi
masyarakat.

2) Pidana penjara (imprisonment)

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan
kemerdekaan. Hukuman ini bukan hanya dalam bentuk hukuman
penjara melainkan berupa pengasingan.” Hukuman penjara ditujukan

kepada pelaku yang menunjukkan watak jahat. Hukuman penjara

® Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik..., 107.
7 Andi hamzah, Asas-Asas Hukum..., 179.
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minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam
Pasal 12 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

a) Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau untuk waktu
tertentu.

b) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya
adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

¢) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk
dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat
dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup
dan hukuman penjara sementara yang putusannya diserahkan
kepada hakim dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas
tahun karena tambahan hukuman karena melakukan kejahatan-
kejahatan secara concursus atau karena mengulangi melakukan
kejahatan.

d) Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi
waktu dua puluh tahun.

Hukuman penjara dilaksanakan di penjara. Hakim dapat
menetapkan seorang terpidana tidak akan diwajibkan bekerja di luar
penjara (Pasal 26 KUHP). Pada pelaksanaan hukuman penjara dikenal
pembebasan bersyarat sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 KUHP
yang berbunyi “(1) Orang yang dihukum penjara, apabila telah lewat
2/3 dari waktu hukuman yang sebenarnya dan pula paling sedikit
sembilan bulan dari waktu tersebut telah berlalu, dapat dibebaskan
dengan syarat.”®

Pembebasan bersyarat dilakukan dengan maksud untuk
mengadakan masa peralihan antara ketidakbebasan di penjara dengan

kebebasan penuh dalam masyarakat. Keputusan untuk pembebasan

® Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik..., 109.
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bersyarat diberikan oleh Menteri Kehakiman yang tercantum dalam

Pasal 16 KUHP.

Pidana kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih
ringan dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan
kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari,
misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain. Pidana kurungan dapat
dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama

satu tahun. Lamanya pidana kurungan ditentukan dalam Pasal 18

KUHP yang berbunyi sebagai berikut:®

a) Lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan
paling lama satu tahun.

b) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun
empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena
gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal
52 dan 52a.

¢) Hukuman kurungan itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu satu
tahun empat bulan.

Pidana kurungan dijalankan dalam penjara, dan terpidana penjara

dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan.

Pidana denda

Pidana denda merupakan pidana tertua, lebih tua daripada
pidana penjara. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat,

termasuk masyarakat primitif. Pada zaman Majapahit telah dikenal

adanya pidana denda. Begitu juga pada berbagai masyarakat primitif

° Ibid.
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dan tradisional di Indonesia. Bentuknya berupa ganti kerugian, denda
adat, misalnya penyerahan hewan ternak seperti babi, kerbau dan lain-
lain. Di Irian Jaya (Teluk Sudarso) juga terdapat denda adat semacam
itu. Denda semacam itu dijatuhkan kepada masyarakat atau suku
dimana pelanggar hukum itu menjadi anggota.®

Pada zaman modern, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-
delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena
itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul
oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap
terpidana secara pribadi, namun tidak ada larangan jika denda itu
secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Pidana
denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau
masyarakat. Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan jika
tidak dibayar. Lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda
sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 3 KUHP ditentukan
secara kasus dengan putusan hakim minimum umum satu hari dan
maksimum enam bulan. Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi
delapan bulan dalam hal gabungan (concursus), residive dan delik
jabatan dalam Pasal 30 ayat 5 KUHP. Jangka waktu untuk membayar
denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan

waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun.

1 Andi hamzah, Asas-Asas Hukum..., 187.
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Permintaan grasi tidak menunda pembayaran denda. Hal ini berbeda
dengan pidana penjara.™*
Pidana Tutupan

Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN), pada Pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai
pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Pencantuman ini
didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946, tentang

pidana tutupan.*?

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b,

yang terdiri dari:

1)

Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak
berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Hal ini diatur dalam Pasal 35
KUHP yang berbunyi:*3

(1)Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam
hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam
undang-undang umum yang lain, ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang
tertentu;

2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan
berdasarkan aturan-aturan umum;

4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus penetapan
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

* Ibid., 189.
2 Ibid., 191.
B Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 19.
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5. Hak menjalankan kekuasaaan bapak, menjalankan perwalian
atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

(2)Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya,
jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk
pemecatan itu.

Lamanya pencabutan hak tersebut harus ditetapkan oleh hakim

dalam Pasal 38 KUHP.
Perampasan Barang Tertentu
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan. Ada dua
macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang
yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan
sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Hal ini diatur dalam

Pasal 39 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:**

(1)Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan
atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat
dirampas.

(2)Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam
undang-undang.

(3)Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang
yang telah disita.

Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan
kepada masyarakat umum agar lebih berhati-hati terhadap terpidana.

Biasanya diumumkan oleh hakim dalam surat kabar. Sebagaimana

dimuat dalam Pasal 43 KUHP yang berbunyi “apabila hakim

memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kkitab

 Ibid., 21.
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undang-undang ini atau aturan-aturan umum yang lain, maka ia harus

menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya

terpidana.”15

B. Gabungan Hukuman dalam Konsep Hukum Positif

1. Bentuk-Bentuk Gabungan (Perbarengan) Tindak Pidana

Delik gabungan tindak pidana terjadi ketika seseorang melakukan

beberapa perbuatan pidana sekaligus. Misalnya, Dalam Bab VI Buku | KUHP
memuat pasal-pasal tentang beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh
seorang sehingga disebut gabungan tindak pidana. Ada tiga macam gabungan
tindak pidana, yaitu:

a. Seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang
dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan gabungan berupa satu
perbuatan , yang diatur dalam Pasal 63 KUHP.

b. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan
tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama yang lain,
dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, diatur dalam Pasal 64
KUHP.

c. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu
sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana. Hal tersebut

dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan gabungan beberapa perbuatan,

diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.

3 Ibid., 22.
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1) Gabungan Peraturan (Concursus ldealis)

Gabungan aturan diartikan sebagai seseorang yang dalam
kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana saja, tetapi
satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika dilihat dari sudut
yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah melanggar dua atau
lebih aturan hukum pidana. Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) KUHP
menyatakan:®
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana,

maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu;

jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana
pokok yang paling berat.

(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum,
diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka halnya yang
khusus itulah yang diterapkan.

Dengan memperhatikan Pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan
bahwa jika perbuatan seseorang ternyata dapat dikenakan lebih dari satu
ketentuan Pasal dalam KUHP, maka yang digunakan adalah sistem
pemidanaan yang disebut sistem absorbsi. Sistem ini mengajarkan bahwa
pidana dikenakan kepada terdakwa dengan mengambil dari satu jenis
sanksi pidana yang ada dalam beberapa aturan hukum pidana yang telah
dilanggar oleh terdakwa. Prof. Hazewinkel Suringa memberikan contoh
peristiwa dari sistem tersebut yaitu sebagai berikut:*’

a) Seorang guru berbuat cabul dengan muridnya yang masih di bawah
umur. Kejadian tersebut melanggar tindak pidana perlindungan
terhadap anak dan salah menggunakan kekuasaan.

b) Seseorang melakukan pemerkosaan di jalan umum. Kejadian tersebut

melanggar tindak pidana pemerkosaan dan kesusilaan di hadapan
umum.

' Ibid., 29.
' Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik..., 33.
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Terdapat tiga model untuk menentukan jenis sanksi yang akan
dijatuhkan terdakwa. Pertama, jika sanksi pidana yang terdapat dalam
beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa tersebut
sama bobot dan jenisnya, maka cukup dikenakan salah satunya saja.
Kedua, jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum
pidana yang dilanggar oleh terdakwa tersebut berbeda bobot dan jenisnya,
maka bobot dan jenis yang paling berat yang dijatuhkan. Ketiga, jika
sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang
dilanggar oleh terdakwa tersebut tercantum di dalam ketentuan hukum
pidana umum dan ketentuan hukum pidana khusus, maka sanksi pidana
yang dijatuhkan adalah yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana
khusus.*®

2) Gabungan Perbuatan (Concursus Realis)

Gabungan perbuatan terjadi jika seseorang yang melakukan dua
atau lebih kejahatan sehingga secara hukum dipandang telah melanggar
dua atau lebih aturan pidana. Dengan kata lain, seseorang melakukan
beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan
masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri
sendiri. Gabungan perbuatan diatur di dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.
Pasal 65 menyatakan:*°

(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

¥ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 135-136.
" Andi Hamzah, KUHP dan..., 30.
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kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka
dijatuhkan hanya satu pidana.

Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana
yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP menyatakan:®

1)

()

Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok
yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan,
tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang
terberat ditambah sepertiga.

Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum
pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 70 KUHP menyatakan:*!

(1)

(2)

Jika ada gabungan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 65 dan 66,
baik gabungan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran
dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan
pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana
kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan,
sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling
banyak delapan bulan.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, sistem penjatuhan pidana

pada delik gabungan perbuatan dibedakan ke dalam tiga macam sistem

hukuman.

a)

Sistem Absorbsi Dipertajam

Sistem absorbsi dipertajam (verscherpte absorbi stelsel)
adalah gabungan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang
masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Dalam
penjatuhan pidananya, hanya menjatuhkan satu pidana saja dan

maksimum pidana yang dijatuhkan itu adalah jumlah maksimum

% 1bid.

1 bid., 32.
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pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana itu, tetapi tidak boleh
lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.?
Sistem ini diatur dalam Pasal 65 KUHP. Misalnya, ketika ada
seseorang melakukan pencurian, beberapa minggu kemudian
melakukan penipuan dan beberapa bulan kemudian melakukan
pembunuhan. Dalam hal ini ada beberapa perbuatan yang masing-
masing berdiri sendiri dan masing-masing tersebut merupakan tindak
pidana kejahatan bukan pelanggaran. Hukuman pokok yang
diancamkan pada ketiga macam tindak pidana itu sama jenisnya.
Hukuman penjara yang maksimum mengenai pencurian yaitu lima
tahun (Pasal 362 KUHP), mengenai penipuan yaitu empat tahun
(Pasal 378 KUHP) dan mengenai pembunuhan yaitu lima belas tahun
(Pasal 338 KUHP). Menurut Pasal 65 ayat (1) oleh pengadilan harus
dijatuhi satu hukuman saja. Kemudian ayat (2) menentukan, bahwa
maksimumnya tidak boleh melebihi maksimum yang terberat
ditambah dengan sepertiga. Sehingga tidak boleh lebih dari satu dan
sepertiga kali 15 tahun menjadi 20 tahun.?
b) Sistem Kumulasi Murni

Sistem kumulasi murni (gematigde cumulatie stelsel)
adalah gabungan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang
ancaman hukumannya diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan

pidana pada pelaku sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan

*2 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum..., 137.
# Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana..., 133.
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maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan ataupun
penambahan batas tertentu.** Sistem ini diatur dalam Pasal 70 KUHP.
Misalnya, ketika A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing
diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka maksimumnya
adalah (6+9) bulan = 15 bulan. Namun menurut pasal 70 ayat 2
KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4
bulan kurungan. Jadi jika A melakukan dua pelanggaran yang masing-
masing diancam pidana kurungan 9 bulan, maka maksimum pidana
kurungan yang dapat dijatuhkan bukanlah (9+9) bulan = 18 bulan,
tetapi maksimumnya adalah 1 tahun 4 bulan atau hanya 16 bulan.
Sistem ini berkaitan juga dengan hukuman tambahan, yang di
dalamnya terdapat beberapa ukuran untuk menetapkan beratnya
hukuman tambahan itu. Dalam pasal 68 KUHP menjelaskan bahwa
hukuman-hukuman pencabutan hak yang berbeda masing-masingnya
ditetapkan tersendiri bagi tiap-tiap kejahatan yang telah dilakukan.
Sistem ini juga digunakan dalam menetapkan beratnya hukuman-
hukuman merampas beberapa barang yang tertentu dan hukuman-
hukuman kurungan dalam hal barang-barang itu tidak diserahkan.?
c) Sistem Kumulasi Terbatas
Sistem Kumulasi Terbatas (het gematigde cumulatie stelsel)

adalah gabungan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang

** Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum..., 137.
% E Utrecht, Hukum Pidana 11, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1965), 190.
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diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Dalam penjatuhan
pidananya, pelaku dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan
kejahatan yang dilakukannya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat
dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Apabila
pidana yang satu diancam dengan pidana denda sedangkan yang lain
diancam dengan pidana penjara atau kurungan, maka untuk pidana
denda dihitung dari lamanya kurungan pengganti denda.?® Sistem ini
diatur dalam Pasal 66 KUHP. Misalnya, ketika A telah melakukan
kejahatan-kejahatan yang masing-masingnya diancam dengan
hukuman kurungan maksimal 9 bulan dan hukuman penjara maksimal
15 bulan (1 tahun dan 3 bulan). Hakim dapat menetapkan dua
hukuman, yaitu hukuman kurungan dan hukuman penjara, tetapi
jumlah bulan-bulan waktu untuk menjalani hukuman-hukuman
tersebut tidak dapat menjadi lebih dari 20 bulan (15 + 1/3 x 15 bulan).
Jadi oleh hakim tidak dapat diterapkan 24 bulan (9 + 15 bulan), yaitu
jumlah total hukuman-hukuman yang tidak terbatas. Hakim dapat
menetapkan hukuman kurangan 5 bulan serta hukuman penjara
maksimal 15 bulan. Dalam hal ini hukuman denda dihitung menurut
maksimum hukuman kurungan pengganti denda, yang ditentukan

untuk perbuatan itu.

% Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum..., 137.
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Mengenai ketentuan dalam Pasal 66 ayat 2 KUHP, Noyon
berpendapat bahwa pembatasan kumulasi itu hanya mengenai
hukuman kurungan pengganti denda, sehingga hakim secara tidak
terbatas dapat menetapkan hukuman denda. Misalnya, ketika A telah
melakukan dua peristiwa pidana. Atas peristiwa pidana yang satu
diancam hukuman penjara maksimal 6 bulan dan atas peristiwa pidana
yang lain diancam hukuman denda maksimal Rp 1.000,-. Jika denda
tidak dibayar maka yang terhukum harus menjalani hukuman
kurungan pengganti maksimal 6 bulan, yaitu tiap Rp 167,- disamakan
dengan 1 bulan kurungan. Berdasarkan Pasal 66 KUHP maka jumlah
maksimal hukuman yang dapat ditetapkan oleh hakim adalah 8 bulan
(6 + 1/3 x 6). Menurut Noyon, maka hakim dapat menetapkan dua
hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 6 bulan dan hukuman
denda Rp 1.000,-. ¥

3) Perbuatan Berlanjut (Vorgezette Handelings)

Perbuatan berlanjut terjadi jika seseorang memang melakukan
beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu
dengan perbuatan pidana yang lainnya masing-masing saling berhubungan
erat satu sama lain. Karena bersumber dari satu niat jahat pelaku, maka
beberapa perbuatan pidana tersebut secara hukum dianggap sebagai

perbuatan berlanjut.?®

%’ E Utrecht, Hukum Pidana..., 188.
8 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum..., 137-138.
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Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa jika seorang
melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-
perbuatan itu sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
perbuatan yang dilanjutkan, maka hanya satu ketentuan hukum pidana
yang diberlakukan. Jika berlainan, ketentuan yang memuat hukuman
pokok yang terberat yang diterapkan.

Menurut pendapat Hoge Raad Belanda, untuk memberlakukan
ayat ini harus memenuhi tiga syarat. Pertama, harus ada satu penentu
kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu. Kedua,
perbuatan-perbuatan itu harus sejenis. Ketiga, tenggang waktu antara
perbuatan-perbuatan itu harus pendek.”®
Delik gabungan berbentuk perbuatan berlanjut ini diatur di dalam Pasal
64 yang berbuyi:*

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-
beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang
paling berat.

(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang
dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata
uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

(3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut
dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan
berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi

dari dua ratus lima puluh rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana
tersebut dalam Pasal-Pasal 362, 372, 378, dan 406.

** Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana..., 137.
% Andi Hamzah, KUHP dan..., 29-30.
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Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa
perbuatan berlanjut memiliki dua unsur, pertama, adanya perbuatan baik
berupa kejahatan maupun pelanggaran. Kedua, antara perbuatan yang
satu dengan perbuatan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian
rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.*

Selanjutnya, para ahli hukum pidana memiliki kesepahaman
pendapat bahwa untuk terjadinya perbuatan berlanjut harus memenuhi
tiga syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu kesatuan, yaitu:*

a. Harus adanya satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan
beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu
kehendak atau niat jahat;

b. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau
paling tidak sama kualifikasi deliknya;

c. Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan
perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak
dalam tenggang waktu yang lama.

2. Teori Gabungan Perbuatan Dalam Hukum Positif
Hukum konvensional mengenal tiga cara yang berbeda mengenai

gabungan tindak pidana.

3! Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum..., 138.
* 1bid.
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a. Teori Berganda (Cumulatie)

Teori berganda diambil oleh hukum pidana Inggris. Menurut teori
berganda pelaku mendapat semua hukuman yang ditetapkan untuk tiap-
tiap tindak pidana yang diperbuatnya. Kelemahan teori ini terletak pada
terlalu banyaknya hukuman yang dijatuhkan karena menggandakan
hukuman-hukuman akan mengakibatkan hukuman tersebut menjadi sangat
berlebihan. Misalnya, hukuman penjara adalah hukuman sementara, tetapi
jika digabungkan —gabungkan akan menjadi hukuman seumur hidup.
Hukuman denda-denda jika digabung-gabungkan akan merampas habis
semua harta terpidana. >
. Teori Penyerapan (Absorptie)

Dalam teori penyerapan, hukuman vyang lebih berat
menghapuskan hukuman-hukuman lainnya (yang lebih ringan). Menurut
teori ini, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku hanya hukuman yang
paling berat yang telah ditetapkan atas tindak pidana yang diperbuat
sebelumnya. Kelemahan teori ini terletak pada sikap memandang remeh
dan melampaui batas (dalam menyedikitkan hukuman). Misalnya,
seseorang yang melakukan sepuluh tindak pidana akan dijatuhi hukuman
atas tindak pidana yang paling berat, tanpa dijatuhi hukuman atas tindak

pidana yang lain. Sehingga pelaku akan aman untuk memperbuat tindak

** Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid 3, (Jakarta: Kharisma llmu,
2007), 140.
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pidana lainnya yang lebih ringan selama terpidana belum dijatuhi
hukuman atas tindak pidana yang berat tersebut.®*
c. Teori Campuran
Dalam teori campuran, hukuman-hukuman bisa digabungkan
asalkan hasil gabungan tidak melebihi batas tertentu. Penentuan batas
tertentu (batas maksimum) tersebut dimaksudkan untuk menghindari
berlebih-lebihan dalam menjatuhkan hukuman. Selain itu, teori ini dapat
mengatasi teori penyerapan yang memperberat suatu hukuman yang
dijatuhkan.®
3. Teori Gabungan Perbuatan Dalam KUHP
Aturan-aturan pidana yang berhubungan dengan teori gabungan
perbuatan diatur dalam Pasal 63 sampai 71 KUHP. dengan memperhatikan
beberapa Pasal tersebut, terdapat beberapa teori yang berkaitan.
a. Teori Penyerapan Biasa
Teori penyerapan biasa atau sistem absorbsi ini terdapat dalam
Pasal yang khusus mengenai gabungan perbuatan lahir (concursus idealis).
Sehingga hanya ada satu aturan pidana yang paling berat hukuman
pokoknya yang dijatuhkan. Pernyataan tersebut terdapat Pasal 63 ayat (1)
dan ayat (2) KUHP yang menyatakan:*
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka
yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika

berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok
yang paling berat.

* 1bid.
*> 1bid.
*® Andi Hamzah, KUHP dan..., 29.
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(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum,
diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka halnya yang
khusus itulah yang diterapkan.

b. Teori Penyerapan Keras
Teori penyerapan keras atau sistem absorbsi Dipertajam terdapat
dalam Pasal 65 KUHP mengenai gabungan perbuatan nyata (concursus
realis) yang diancam hukuman pokok yang semacam. Sehingga salah satu
hukuman saja yang dijatuhkan dan hukuman tersebut diberatkan dengan
ditambah sepertiga dari maksimum hukuman yang seberat-beratnya.

Pernyataan tersebut terdapat Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang

menyatakan:*’

(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka
dijatuhkan hanya satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana
yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

c. Teori Berganda yang Dikurangi
Teori berganda yang dikurangi atau sistem kumulasi terbatas
termasuk dalam Pasal 66 KUHP karena dua ayat dalam Pasal tersebut
semua hukumannya dapat dijatuhkan, tetapi jumlah keseluruhannya tidak
melebihi hukuman yang paling berat ditambah sepertiganya.
d. Teori Berganda Biasa
Dalam teori berganda biasa, semua hukuman yang dijatuhkan

tidak dikurangi. Teori gabungan ini dianut dalam Pasal 70 ayat (1) yang

berbunyi “Jika ada gabungan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 65

*” Ibid., 30.
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dan 66, baik gabungan pelanggaran dengan kejahatan, maupun
pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran
dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.”*®

C. Penambahan 1/3 Hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.

21 Tahun 2007

Meskipun sanksi pidana trafficking sangat jelas yaitu penjara 3-15

tahun dan denda Rp. 120 - 600 juta rupiah (Pasal 2-6), namun angka
trafficking tidak menunjukkan penurunan. Hal yang demikian ini, sangatlah
memprihatinkan. Di dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa:
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat,
gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya,
kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka
ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam
Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, danPasal 6.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa semua unsur tindak pidana
perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat dari perbuatan
perdagangan orang, maka sanksi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu
perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan

yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Untuk lebih

jelasnya, terdapat dalam tabel berikut ini.*

* bid., 32.
* Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang..., 134.
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Pasal Tindak Pidana Pidana Pidana | Denda/Tambahan/ | Pidana
Min. Maks. atau Tamba
han

2 Perdagangan 3 tahun 15 tahun | +120-600 jt rp -

38&4 Perdagangan orang | 3 tahun 15 tahun | +120-600 jt rp -
ke dalam atau ke
luar Indonesia

5 Perdagangan anak | 3 tahun 15 tahun | +120-600 jt rp -
melalui adopsi

6 Perdagangan anak | 3 tahun 15 tahun | +120-600 jt rp -
ke dalam atau luar
negeri

71 Perdagangan orang | 4 tahun 20 tahun | +160-800 jt rp -
mengakibatkan
luka fisik dan psikis

7(2) Perdagangan orang | 5 tahun Seumur | +200 jt-5 miliar | -
mengakibatkan hidup rp

kematian

Di dalam tabel tersebut terlihat jelas perbedaannya antara Pasal 2-7,

yaitu jenis tindak pidananya dengan sanksi yang diberikan. Perhitungan

sanksi pidana dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 3 tahun (trafficking)+ 1/3

hukuman (akibat yang ditimbulkan) = 4 tahun hukuman minimal dan 15

tahun (trafficking)+ 1/3 hukuman (akibat yang ditimbulkan) = 20 tahun

hukuman maksimal.

Sedangkan dendanya menjadi paling sedikit 160 juta

dan paling banyak 800 juta. Namun dalam teori absorbsi dipertajam,

penjatuhan pidananya adalah maksimum pidana yang diancamkan ditambah

1/3 hukuman tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat.

Contoh kasus di Tulungagung. Di dalam putusan No. 518/ Pid.B/ 2009/ PN.
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Ta, Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan hukuman 15 tahun
penjara kepada terdakwa karena terdakwa bukan hanya memperdagangkan
dan menyetubuhi, tetapi juga melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan
luka berat kepada korban. Sehingga terdakwa dikenakan hukuman maksimal
yaitu hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000
dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan hukuman

kurungan selama 12 bulan.*°

** Diambil dari putusan Mahkamah Agung RI No. 1699 K/Pid.Sus/2010.



